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Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil
pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi.saya ini. saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi
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g ABSTRAK
G

Sundari Febrianti (2024): Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama
1ol Rengat Kelas 1 B Terhadap Besaran Nafkah Anak
Y Pasca Perceraian (Studi Putusan Nomor
= 126/Pdt.G/2023/PA.Rgt)

” Perkawinan merupakan ikatan suci antara suami dan istri yang bertujuan
mémbentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,
sestai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
M&kipun demikian, perceraian diakui sebagai jalan terakhir ketika perkawinan
tiddk dapat dipertahankan. Perceraian akan menimbulkan akibat pada anak, salah
satd akibat dari perceraian adalah hak nafkah anak. Oleh karena itu, penulis ingin
mergetahui dasar pertimbangan hakim terhadap nafkah pasca perceraian dan
ba@aimana tinjauan hukum Islam terhadap nafkah pasca perceraian.

Penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis
normatif. Sumber data meliputi bahan hukum primer (putusan hakim), sekunder
(literatur hukum), dan tersier (kamus hukum). Teknik pengumpulan data
mencakup observasi, wawancara dengan hakim terkait, dan dokumentasi. Analisis
data dilakukan secara kualitatif untuk memberikan wawasan mendalam tentang
pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah anak pasca perceraian.

Berdasarkan hasil penelitian, dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama
Rengat pada putusan nomor 126/Pdt.G/2023/PA.Rgt. Dalam menentukan hak
nafkah anak setelah terjadinya perceraian dilihat berdasarkan pada bukti-bukti
yang dihadirkan ke persidangan dengan melihat penghasilan suami setiap bulan
berdasarkan fotocopy akta cerai, fotocopy kartu keluarga, dan fotocopy
keerangan usaha, selain itu hakim juga menyesuaikan berdasarkan kebutuhan dan
ke@ampuan suami. Ditinjau melalui hukum Islam, dalam menetapkan nafkah
pasca perceraian, hakim Pengadilan Agama Rengat telah mempertimbangkan
berdasarkan Al-Qur’an surat Al-Bagarah ayat 233 dan doktrin hukum islam pada
kitab I’anatut Thalibin 1V:99. Penelitian ini memberikan kontribusi pada
pe%aahaman tentang penerapan prinsip keadilan dan perlindungan hak anak dalam
pytusan perceraian.

0 A318

K

2

a Kunci: Nafkah anak, perceraian, putusan hakim

neny wisey jrredg uejng



‘nery eysng NN uizi eduey undede ymuaq wejep Ul sin} eA1ey yninjas neje ueibegas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbuaw Buelse|iq ‘'z

NVIE YYSNS NIN
o

%

‘nery BYsng NiN Jelem Bueh ueBunuadsy ueyiBniaw sepn uediynBuad °q

‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e

f

b )

3,

h

JJaquuns ueyingaAuswu uep ueywniueasusw edue) 1ul siny eAiey ynines neje ueibeqgas diynbusw Buele|q ‘|

0

Buepun-Buepun 1Bunpuing eidio eq

x
SNSIN|

KATA PENGANTAR

}d1oeH @

Dengan memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah SWT yang telah

3
BU e

impahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat

yelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan

3
Al

da junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan serta sumber
semangat dan panutan dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Alhamdulillah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang

d B

b%'udul “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Rengat Kelas 1 B Terhadap
Besaran Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi  Putusan  Nomor
126/Pdt.G/2023/PA.Rgt)”. Skripsi ini merupakan salah satu yang harus dipenuhi
oleh Mahasiswa/i untuk melaksanakan Tugas Akhir demi mencapai gelar Sarjana
Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa
ad?ya dukungan, bantuan, bimbingan serta nasihat dari berbagai pihak selama
pei:yusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini, dengan setulus hati penulis
mgwyampaikan rasa syukur dan terima kasih secara khusus kepada :
1.2.Untuk kedua orang tua tercinta kepada Ibu saya Raja rita hartati dan Ayah

'saya Sugeng rahayu yang telah menjadi orang tua yang supportif. Terima

SIJAIU

~kasih telah berjuang bersama penulis, mengorbankan banyak waktu, tenaga

A3

an upaya untuk mendukung penulis meraih mimpi. Tanpa kehadian kalian,
rang tua yang luar biasa, pencapaian ini tidak mungkin terwujud, karena

alian merupakan sumber inspirasi bagi penulis. Penulis berharap dengan
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mllerselesaikannya skripsi ini, dapat menjadi bentuk penghormatan dan

-
oapresiasi atas segala perjuangan dan kasih sayang yang kalian berikan.

o
2.oyKepada saudara-saudara kandung saya, Muhammad daffa ramadhan dan

=]
—Rasyifa fitri, terima kasih atas do’a dan segala yang kalian berikan.

=
3.cUntuk kakek, nenek dan seluruh anggota keluarga Raja benuar, terima kasih

NI

atas do’a, kasih sayang, dan dukungan yang tiada hentinya.

S

c
4.2Yang terhormat Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag, selaku Rektor UIN Suska

jeb)
—Riau, beserta Wakil Rektor | Prof. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor Il Dr. H.

e

CMas’ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Prof. Edi Erwan, S.Pt., Ph.D.

5. Yang terhormat Dr. Zulkifli, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum beserta Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA sebagai Wakil Dekan I,
Dr. H. Mawardi, S. Ag, M. Si sebagai Wakil Dekan Il, dan Dr. Sofia Hardani,
M. Ag sebagai Wakil Dekan IllI Fakultas Syariah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Sultan Syariaf Kasim Riau.

6.§°Yang terhormat Dr. H. Ahmad Mas’ari, SH.I., MA.HK selaku Ketua Program

;;Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
gSultan Syarif Kasim Riau.

o]
7.:?3apak Ahmad Fauzi, MA selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga

EFakuItas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
]
Q'Riau.
=4
8.¢-Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA selaku dosen Penasehat
e
~Akademis saya, yang telah meluangkan waktunya ditengah-tengah
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mﬂesibukannya, dengan ikhlas dan sabar memberikan motivasi dan arahan

-
ohingga penyelesaian skripsi ini.
o

9.yBapak Dr. H. Ismardi, M.Ag, selaku pembimbing skripsi saya, yang telah

=
—meluangkan waktunya ditengah-tengah kesibukannya, dengan ikhlas dan sabar
=

cmemberikan motivasi dan arahan hingga penyelesaian skripsi ini.

1@Bapak Henrizal hadi, Lc,.M.Si, selaku pembimbing skripsi saya, yang telah

c
2 meluangkan waktunya ditengah-tengah kesibukannya, dengan ikhlas dan sabar

Q;Ememberikan motivasi dan arahan hingga penyelesaian skripsi ini.
112Terima kasih kepada seluruh bapak/lIbuk Hakim dan Pegawai di Pengadilan
Agama Rengat Kelas | B yang telah membantu penulis dalam memperoleh
data dalam penyelesaian skripsi ini dan kepada informan yang telah bersedia
meluangkan waktunya untuk di wawancara.
12. Terima kasih kepada Grup Lambe ghibah Rusi dina sabrina, Dinda lowanda,
Rosma wati, Nur sakinah, Nur sofa ulfiatul islamiyah, Attiyatul khairiyah,
g.?dan Wirdatul Fitri yang senantiasa membersamai penulis selama menjalani

:perkuliahan. See you on top guys!

e[S

13 Terima kasih kepada Teman-teman seperjuangan kelas B Hukum keluarga

DI

CAngkatan 2020, Teman-teman pondok saya Angkatan 28 Putri rahmadhani,

ATU

o Aurin cahyarani, Walana yumna, Sri ukhrowiyah, Maulia sekar, Dinda

Zlowanda, Eka setya maharani, Rifka zahera, Arina putri, Yulia anggraini, dan

=)
Lo o

oKhaila tri zahara yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis dan
e

&~ membersamai penulis menjelang penyusunan skripsi.

14<Terima kasih kepada Teman-teman KKN Basilam Baru 2023 terutama untuk
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mICiciIIia putri dan Putri ayuni yang telah banyak membantu penulis dan selalu

-
oada disaat penulis susah, Teman-teman Grup BDB Ayuh, Rania, Naya, Puan,
o
aAtsna, Jay, Ghina, Maryam, Zelbie, Aul, Laras, Nabila, Nia, Hul, Amel, Zea,
—Qoqos, Alma, Resti, Sisi, Pita, Nika yang senantiasa menghibur dan memberi
=

csaran kepada penulis.

155Terima kasih untuk Jung Jaehyun, Na Jaemin, Lee Haechan dan KPOP group

c

SNCT 127, NCT DREAM dan WAYYV vyang selalu memberikan hiburan dan
Q;;menjadi moodbooster penulis selama ini.
1€§:‘.JTerima kasih kepada rekan-rekan penulis yang tidak dapat disebutkan satu
persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis
sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak
kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis
mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak. Akhirnya, semoga skripsi ini

daﬁﬁt memberikan manfaat serta berguna bagi penulis pribadi dan juga bagi

o .
pecgqbaca sekalian.

Pekanbaru, 31 Juli 2024
Penulis

Sundari Febrianti
12020121184
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f ﬂf a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
I/\h_ b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ﬂ\, Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
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PENDAHULUAN

dioyeH @

AgLatar Belakang Masalah

Perkawinan merupakah salah satu bentuk perbuatan yang suci, karena

=
digalamnya bukan hanya terdapat ikatan lahiriyah saja melainkan juga ikatan
baﬁiniyyah. Jika dilihat dari pandangan Islam, maka perkawinan itu merupakan

c
ad;q_nya suatu perjanjian (akad) antara kedua belah pihak yaitu pria dan wanita

ur;Jmk menjadi suami istri guna mencapai ketentraman hidup baik dunia maupun
aks%irat.l Pada Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga
dipaparkan mengenai pengertian perkawinan yang menjelaskan bahwa tujuan dari
perkawinan itu antara lain untuk membentuk keluarga ataupun rumah tangga yang
bahagia juga kekal yang berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian,
menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perkawinan diartikan sebagai
perkawinan dengan akad yang sangat kuat, atau perkawinan dengan mitssagan
g@idzan sebagai bentuk menaati perintah Allah, dimana pelaksanaannya

-

m%upakan ibadah.

|

= Pada prinsipnya, perkawinan bertujuan untuk kebahagiaan yang kekal

DI

(abadi) bagi pasangan suami istri yang bersangkutan. Menurut Wahbah al-Zuhaili,

pefgﬁkahan adalah akad yang telah ditetapkan oleh syari’ agar seorang laki-laki
]

da@;at mengambil manfaat untuk melakukan istimta’ dengan seorang wanita atau

ua

=
sebaliknya.’
=

Sementara, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa

gl ue}

<~ Moh Ali Wafa, Hukum Perkawaninan Di Indonesia Sebuah Kajian Dan Hukum Islam Dan
Hukum Materil (Yayasan Asy-Syari’ah Modern Indonesia, 2018), h. 32.
=2 Abdurrahman Gazhali, Figih Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 39.
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©
pegkawinan adalah akad yang sangat kuat (mitsagan ghalidan) untuk menaati

-
perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.

o
o Dari beberapa pengertian di atas dapat diketahui bahwa tujuan dari

pe—ikawinan yaitu untuk membentuk keluarga sehingga mencapai sebuah
=
ketentraman, kebahagiaan dunia maupun akhirat yang berdasarkan kepada

peﬁntah Allah sehingga melaksanakannya merupakan sebuah ibadah.

c
& Untuk mencapai tujuan tersebut antara suami dan istri harus saling

jeb)
bekerjasama dalam membangun rumah tangga yang tetap sehat, harmonis dan

sagng menguatkan dalam menghadapi tantangan dan persoalan. Maka dari itu,
suami istri harus saling berkomunikasi jika ada suatu masalah maka dikelola
dengan prinsip musyawarah.®

Jika melihat kenyataan yang ada pada masyarakat saat ini, pasangan
suami istri sangat mudah dalam memutuskan ikatan perkawinan (bercerai)
karena tidak adanya komunikasi yang baik ataupun penyelesaian dalam
pe%)nasalahan. Penyebab selanjutnya juga dikarenakan alasan-alasan tertentu
se;éerti adanya kekerasan dalam rumah tangga, faktor ekonomi yang tidak
mgjdukung sehingga menimbulkan percekcokan antara suami istri yang

o]
begl‘arut, yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat lagi diteruskan atau

e

terfE)aksa putus dengan sendirinya.® Perceraian merupakan hal yang tidak
]

di&ﬁjurkan dan paling dibenci oleh Allah, akan tetapi perceraian sejatinya
=)

diE’QIehkan dalam Islam jika perkawinan tersebut lebih banyak mudharatnya,
e

wgaupun yang sebenarnya orientasi dari perkawinan ialah sebagai komitmen

@3 Moh. Ali Wafa, Op. Cit, h, 38.
2% Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam Dan Undang Undang Perkawinan, (Yogyakarta:
Lib&rty, 1986), h. 103.
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©
sefamanya dan kekal.®

; Pernikahan memang tidakla selalu berjalan mulus, karena setiap
pghikahan terdapat lika-liku rumah tangga yang berwujud kepada pertengkaran
daga_m kehidupan pernikahan mereka. Bahkan pertengkaran tersebut bisa berujung
ka;gada perceraian jika tidak adanya upaya damai antara suami istri tersebut.
V\@aupun perceraian yang telah ditetapkan berakibat tidak adanya hubungan

c
su;d:_mi istri antara keduanya, akan tetapi suami tetap berkewajiban memenuhi

nag;ﬁ)h(ah anak yang dilahirkan selama perkawinan berlangsung. Nafkah merupakan
se%ua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat,
seperti makanan, pakaian, rumah dan lain sebagainya. Anak berhak mendapatkan
nafkah atau biaya hidupnya meskipun hubungan perkawinan antara kedua orang
tuanya putus hak anak untuk mendapatkan biaya hidup dari ayahnya. Selain dalam
Al-Qur’an, as-Sunnah dan ijma’ ulama, pemenuhan nafkah anak juga sudah
diakui oleh hukum positif di Indonesia seperti yang telah diatur dalam Pasal 105
K%npilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa (a) Pemeliharaan anak
yagg belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, (b)
P%eliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih

o]
digﬁtara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, (c) Biaya

pafg]eliharaan ditanggung ayahnya.

3S

Z Oleh karenanya, pemenuhan nafkah anak dibebankan kepada suami

jo

segyai dengan batas kemampuan finansial suami. Jika suami dianggap mampu

[n

unfuk memenuhi nafkah anak secara menyeluruh, maka ia harus memenuhinya

Ahmad Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 228.
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©
tagjpa adanya pengurangan. Tidak ada batasan minimal maupun maksimal dalam

me_:::_nberikan nafkah anak, namun nafkah tersebut disesuaikan dengan kebutuhan.
JiEﬁ ingin mengurangi jumlah nafkah anak, maka perlu pertimbangan yang sangat
ba% guna mencegah kerugian yang ditimbulkan bagi si anak.

Z Jika merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 huruf (c)
teﬁang Perkawinan, dijelaskan bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung
olgcrh ayahnya. Kemudian pada pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam
di;jaskan bahwa semua biaya hadhanah maupun nafkah anak menjadi
ta??ggung jawab ayah menurut kemampuannya.

Pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
dinyatakan “Akibat putusnya perkawinan karna perceraian ialah:
1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-

anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada

perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi

;U") keputusannya.

2.;; Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan
gpendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak
%dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu
_E;' ikut memikul biaya tersebut.

3.2" Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan
i(;;pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak

dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu

ikut memikul biaya tersebut;

neny wisey jraedg ue
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©
g Dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pemeliharaan

-

angk yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya,
o

segangkan pemeliharaan anak (hadhanah) yang sudah mumayyiz (sudah berumur
=

12-tahun) diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya

=
sepagai pemegang hak pemeliharaannya dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh

ay%mya.
c

& Berbicara mengenai perceraian maka akan menimbulkan dampak atau
jeb)
akjbat pada anak, baik dari segi hak dan kewajiban, salah satu dari akibat

pgceraian yaitu hak nafkah anak jika anak belum mencapai 21 tahun. Jika
dilihat dari hukum islam maupun hukum positif, tidak ditemukannya penjelasan
mengenai pembagian besaran maksimal maupun minimal nafkah yang harus
diberikan kepada anak. Apabila terjadi perdebatan antara besaran nafkah anak
tersebut, maka hakim yang akan menentukan dan memutuskan perkara tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk membahas hal
te%?ebut lebih mendalam, sehingga penulis mengambil judul: Analisis Putusan
Hg\:;im Pengadilan Agama Rengat Kelas 1B Terhadap Besaran Nafkah Anak
Pa:'g?a Perceraian (Studi Putusan Nomor 126/Pdt.G/2023/PA.Rgt).

(@]
B.gBatasan Masalah

_E;' Pembatasan masalah dalam penelitian ini perlu dilakukan agar
®
pe’Elbahasanya lebih terfokus dan terarah, disamping itu juga untuk
m’é}permudah melaksanakan penelitian. Oleh sebab itu maka penulis membatasi
deggan membahas permasalahan mengenai analisis putusan hakim Pengadilan
Agama Rengat kelas 1b dalam menetapkan besaran maksimal ataupun minimal

nery wisey jix
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nafikah anak pasca perceraian.
{ah]

-
CoRumusan Masalah

=

o1, Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan Nomor

126/Pdt.G/2023/PA. Rgt?

Arw

2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap nafkah anak pasca perceraian?

D.iTujuan dan Manfaat Penelitian

c

®1.Tujuan Penelitian

-~

jeb)

v a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim pengadilan agama rengat dalam

ne

menetapkan putusan Nomor 126 Pdt.G/2023/PA.Rgt.
b. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap nafkah anak pasca
perceraian.
2.Manfaat Penelitian
a. Untuk mengetahui aspek-aspek yang menjadi pertimbangan majelis
hakim dalam menetapkan besaran nafkah anak pasca perceraian.
b. Menambah khazanah pengetahuan dalam pengembangan ilmu di

bidang hukum perkawinan atau keluarga.

neny wisey jrreAg uejpng jo AJISIdAIU) dDTWE[S] 3}€)S
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I BAB 11
{ah]
-
o LANDASAN TEORI
o
AgPerceraian
31. Pengertian Perceraian
z Secara etimologi kata “perceraian” berasal dari cerai, yang kemudian
Z  ditambah imbuhan awalan “per” dan dan akhiran “an” yang bermakna
w
g menyatakan hasil perbuatan. Kemudian diantara “per” dan “an”, ada kata
—~
; cerai yaitu pisah; putus hubungan suami dan istri.° Dalam istilah umum,
g perceraian adalah putusnya hubungan ikatan perkawinan antara seorang

pria dan wanita (suami-istri). Perceraian menurut istilah yaitu putusnya
suatu hubungan ikatan perkawinan antara suami dan istri yang
menyebabkan terputus hak dan kewajiban keduanya sebagai suami dan
istri atas dasar putusan majelis hakim dan sesuai dengan pengajuan dari
salah satu pihak yaitu suami atau istrinya.’

Perceraian dalam figh disebut dengan talak. Talak dari kata “ithlaq”,
artinya melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama talak artinya
melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.
Melepaskan ikatan perkawinan, artinya membubarkan hubungan suami
istri sehingga berakhirlah perkawinan atau terjadi perceraian.®

Sesungguhnya Islam mengharuskan keberadaan akan pernikahan

selamanya. Pernikahan dilaksanakan antara suami istri terus berlangsung

ue}[ng Jo AJISIDATU() dIWR[S] 3)e}§

me ‘Pusat Bahasa Deapartemen Pendidikan Nasional’, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta:
Pusat Bahasa, 2008), h. 281.

27 Subekti, Pokok Pokok Hukum Perdata, (Jakma: PT Intermasa, 1995), cet. Ke-27, h. 42.

=2 Beni Ahmad Saebani, Figih Munagahat 2, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 55.
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sehingga maut memisahkan antara mereka berdua. Semakin kuat usaha
manusia membangun rumah tangganya, semakin mudah ia menghindari
diri dari perceraian. Perceraian mendatangkan kemudaratan, sedangkan
sesuatu yang memudaratkan harus ditinggalkan, meskipun cara
meninggalkanya senantiasa berdampak buruk bagi yang lainya.

Moh. Afandi berpendapat bahwa perceraian adalah putusnya
hubungan atau ikatan perkawinan (yang sebelumnya sudah melakukan
akad atau ikatan perkawinan) antara pria dan wanita (suami dan istri).
Perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia,
sejahtera, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan dapat putus
karena kematian, perceraian, atas keputusan pengadilan. Ketentuan ini
diatur di dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.°

Terdapat beberapa bentuk yang mengakibatkan putusnya
perkawinan yang kemudian dapat menjadi alasan-alasan hukum perceraian
diatur dalam pasal 38 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu kematian,
perceraian dan atas keputusan Pengadilan. Adapun bentuk-bentuk yang

menyebabkan putusnya perkawinan menurut hukum Islam yaitu:

N
nery wisey I}\;!.IEAS uej[ng jo

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Di Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 2002), h.
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a. Talak
Talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah
hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya.*
Ada beberapa macam talak salah satunya talak ditinjau dari boleh
tidaknya suami kembali atau ruju’, ada dua macam yaitu Talak Roj’i
dan Talak Bain. Pertama, talak roj’i yaitu ketika suami menceraikan
istrinya dengan talak satu atau talak dua. Sehingga suami bisa ruju’

kepada istrinya selagi masih dalam masa ‘iddah yaitu selama tiga kali

nelry eysng Nin Y!jlw eydioyey @

suci atau selama tiga bulan sepuluh hari.** Kedua, talak bain yang
dibagi menjadi dua yaitu talak bain sughro dan talak bain kubro. Talak
bain sughro yakni talak satu atau dua dimana ketika suami ingin
melakukan ruju’ setelah masa iddah istri sudah habis, maka jika ingin
ruju’ diwajibkan melakukan akad nikah kembali. Adapun talak bain
kubro merupakan talak tiga, dimana seorang suami tidak dapat
melakukan ruju’ kepada istrinya kecuali mantan istrinya tersebut
sudah menikah lagi dan sudah melakukan hubungan badan dengan
suaminya, yang kemudian sudah habis pula masa iddahhnya.*?
Hal ini merujuk pada surat Al-Bagarah ayat 230:
ol 26 3B Gl o6 558 gy 255 o Jir (e 4 04 Y6 G
Gsdlss 5 K A 3,0 Mgy 0 3,32 b 51 BB ) sl o
Artinya: Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang

kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia
menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu

}[NS JO AJISIdATU() DTWR[S] d}€)S

ue

1% Tihami dan Sahrani Sohari, Figih Munagahat, (Jakarta: Rajawali Press, 2014),h. 230.
<™ Abdul Hadi Ismail, ‘Pernikahan Dan Syarat Sah Talak’, Jurnal Agama Dan Pendidikan
Isl&, (Sumatera Utara, 2019), 11, 1, h. 11.
=2 Moh. Ali Wafa, Op, Cit, h, 270.
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menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama
dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat
akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-
ketentuan AIIahByang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang
berpengetahuan.

b. Khulw’

Khulu menurut madzhab syafi’i yaitu perpisahan antar suami
dan istri dengan adanya iwadh serta lafazh. Sedangkan menurut
madzhab maliki khulu’ mencakup perpisahan yang terjadi dengan
iwadh ataupun tanpa iwadh.* Dengan demikian secara ringkas
seorang istri menebus talak kepada suaminya dalam arti lain istri
membeli talak kepada suaminya agar suami dapat menceraikannya.

c. Zhihar

Zhihar merupakan perbuatan suami yang menyamakan istri
kepada perempuan yang haram dinikahi seperti ibu atau saudara
kandung yang terdapat pada surat al-Mujadalah ayat 2-3.
la’

Ila’ ialah seorang suami yang bersumpah untuk tidak menggauli
istrinya. Pada Al-qur’an surat al-Bagarah 226-227 dijelaskan bahwa

seorang suami diberi waktu selama empat bulan untuk memilih antara

kembali menggauli istrinya atau menceraikannya.®

e. Li’an

Merupakan sumpah suami yang menuduh istrinya melakukan

zina. Ketika suami melihat istrinya berzina akan tetapi tidak memiliki

T

Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya.

2% Moh. Ali Wafa, Op, Cit, h, 139.
=% Moh. Ali Wafa, Op, Cit, h, 121.
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saksi-saksi maka keduanya harus dipisahkan sampai adanya putusan

hakim.®

Akibat Hukum Perceraian dalam Hal Tanggung Jawab Orang Tua

Berdasarkan Undang-Undang

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

disebutkan bahwa akibat dari putusnya suatu perkawinan karena
perceraian adalah:

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik

anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana
ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan
memberi keputusannya.

Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan
pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam
kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan
dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan
biaya penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas
istri.

Akibat hukum perceraian terhadap anak Menurut Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan meskipun telah terjadi
perceraian, bukan berarti kewajiban suami isteri sebagai ayah dan ibu

terhadap anak di bawah umur berakhir.

nery wisey jiredg uejng jo AJISI2ATU[) dIWE[S] 33e3}S

® Abdul Hadi Ismail, Op, Cit, h, 15.
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Suami yang menjatuhkan talak pada istrinya wajib membayar nafkah
untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan
Pendidikan anak-anaknya itu, sesuai dengan kedudukan suami. Kewajiban
memberi nafkah anak harus terus-menerus dilakukan sampai anak-anak
tersebut baliq dan berakal serta mempunyai penghasilan sendiri. Baik
bekas suami maupun bekas isteri tetap berkewajiban memelihara dan
mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak. Suami dan isteri
bersama bertanggung jawab atas segala biaya pemeliharaan dan
pendidikan anak-anaknya. Apabila suami tidak mampu, maka pengadilan
dapat menetapkan bahwa ibu yang memikul biaya anak-anak.

Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa:

a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka
sebaik-baiknya.

b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini berlaku
sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana
berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.
Berdasarkan Pasal 105 dan Pasal 106 Instruksi Presiden RI Nomor 1

tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa Pasal 105

Kompilasi Hukum Islam Dalam hal terjadinya perceraian:

a. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12
tahun adalah hak ibunya;

b. pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak
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untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak
pemeliharaannya;

c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam berbunyi:

a. Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya
yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak
diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena

keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu

nelry eysng Nin Y!jlw eydioyey @

menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.
b. Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karna

kesalahan dan kelalaian dari kewajiban yang tersebut pada Ayat (1).

Adapun Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, mengatur tentang
pemeliharaan anak ketika ibu kandungnya meninggal dunia dengan
memberikan urutan yang berhak memelihara anak, antara lain, anak yang
belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila
ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

a. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu.

b. Ayah.

c. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.

d. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.

e. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
3. Dasar Hukum Perceraian

Kehidupan perkawinan antara suami dan istri pasti selalu ada

neny wisey jrreAg uejing jo AJISIdAIU) dDTWE[S] 3}€)S
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permasahalan hal ini merupakan hal yang wajar dalam kehidupan berumah
tangga karena dalam perkawinan menyatukan dua pemikiran, dua
kehidupan dan dua kepribadian menjadi satu. Namun terkadang
permasalahan yang timbul tidak ada jalan penyelesainya karena berbagai
sebab seperti kurangnya komunikasi, keegoisan antar individu, hilangnya
rasa cinta kasih antara pasangan atau yang lainnya.'’ Hal ini dapat
menimbulkan keretakan dalam rumah tangga dan berujung pada
perceraian. Perceraian sendiri merupakan perbuatan halal yang paling
dibenci oleh Allah SWT.

Dalam al-Qur’an tidak terdapat ayat-ayat yang menyuruh atau
melarang ekstitensi tentang perceraian walaupun banyak ayat al-Qur’an
yang mengatur perceraian, namun isinya hanya sekedar mengatur jika
perceraian itu terjadi, meskipun dalam bentukan suruhan atau larangan.
Jika ingin bercerai seharusnya sewaktu istri berada dalam keadaan siap
untuk memasuki masa idah.

Dalil-dalil yang menjadi dasar hukum perceraian yaitu:
a. Al-Qur’an Surat An-Nisa Ayat 19
sy el Sadass V5 Rl 1 o S0 0g Y gl o (8
ash S o6 opadl Bhyals Thed 1hal 508 O ) sl G
55 o A Jak3 B2 1555 o L

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu

mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu

menyusahkan mereka Karena hendak mengambil kembali sebagian
dari apa yang Telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka

0N

N

19
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7 Kamal Muhtar, Asas Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan Bintang,
), h. 145.
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melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaulah dengan mereka
secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka
bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal
Allgh menjadikan padanya kebaikan yang banyak™ (Q.S. An Nisaa-I
9)

. Al-Qur’an Surat At-Thalaq ayat 1

- zb} ) 8z T 9 _ P _ _ }.w .
VG a8 50 sl Bl Sagils (Ll

)

A5 15) ol 8
f&s 3).)&&)&))%-0%&\.@ uub \Y\y} jw/}"’ww}a}}
\j&\ﬂiﬁl&;&%&u\a}@.\f)}wf\bwwﬁb M&;’J

Artinya : Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka
hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat
(menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu
serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan
mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar
kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. ltulah
hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum
Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya
sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan
sesudah itu sesuatu hal yang baru. (At-Thalag : 1)*

Perceraian juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 39

dan pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada
pasal 39 yang berbunyi:

a. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah
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Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak.,

Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara
suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.,
Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan

perundangan tersendiri.

Ag uej[ng Jo AJISIIATU() DTUIR]S] d)¥}S

&8 Departemen Agama R |, Al-Qur’an dan Terjemahanya.
=9 Departemen Agama R |, Al-Qur’an dan Terjemahanya.
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B.mIl\Iafkah
~1. Pengertian Nafkah

nery eysns Nin Y!w eydio
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Nafkah secara etimologi berarti sesuatu yang bersirkulasi karena
dibagi atau diberikan kepada orang dan membuat kehidupan orang yang
mendapatkannya tersebut berjalan lancar karena dibagi atau diberikan
maka nafkah tersebut secara fisik habis atau hilang dari pemiliknya. Secara
terminologi, nafkah itu adalah sesuatu yang wajib diberikan berupa harta
untuk mematuhi agar dapat bertahan hidup. Dari pengertian ini terlihat
bahwa sandang pangan dan papan termasuk didalam nafkah. Menurut
Wahbah al-Zuhaili, nafkah menurut istilah dalam ungkapan para fugaha
adalah belanja (biaya hidup) yaitu makanan saja.

Sementara menurut Wasman dan Nuroniyah, nafkah adalah semua
kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat
seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya. Banyaknya nafkah yang
diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta
mengingat keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban menurut
kebiasaan masing-masing tempat.

Ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur’an, Hadits, Undang-Undang
Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa pasca
terjadinya perceraian ayah tetap memiliki kewajiban untuk memberikan
nafkah kepada anak-anaknya. Namun prakteknya disebagian masyarakat
kewajiban ini tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh ayah.

Dengan demikian anak-anak sering kali menjadi korban dari

perpisahan kedua orang tuanya. Mereka sering kali tidak mendapatkan
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nafkah dari ayahnya, baik biaya hidup maupun biaya pendidikan. Sehingga
nafkah tersebut harus ditanggung sendiri oleh ibu tanpa adanya tanggung
jawab dari ayah.
Dasar Hukum Nafkah Pasca Perceraian
Nafkah ialah tanggung jawab suami kepada istrinya yang telah
ditetapkan berdasarkan al -Qur’an, hadits dan peraturan perundang
undangan. Perempuan yang taat dalam iddah raj’iyah berhak menerima
tempat tinggal (rumah), pakaian, dan semua kebutuhan hidupnya, dari
yang menalaknya (bekas suaminya). Dasar hukum yang mengatur tentang
nafkah pasca perceraian yaitu:
a. AL-Qur’an
1) Surat AL-Bagarah ayat 236
g G b gl Ghpda 6L K o) Kk g Y
PP ;%o tyvas s ~~'°'}° 1o, 3572 }c 1o 22 su-.
deo s ol W 55 el Jes 538 pasdll e s
Artinya: “tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika
kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur
dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan
hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada
mereka.Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang
yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian
menurut yang patut.Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi
orang-orang yang berbuat kebajikan . 20
Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya Tafsir lbnu Katsir

menyebutkan; melalui ayat ini Allah memperbolehkan mencerai istri

sesudah akad nikah sebelum menggaulinya. Ibnu Abbas, Thawus,
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Ibrahim dan Hasan Al-Bashri berkata, “maksud dari kata al-massu
adalah nikah”. Bahkan Allah memperbolehkan mencerai istri sebelum
menggauli dan menetapkan maharnya, sekalipun tanpa mahar sangat
menyakitkan hatinya. Maka dari itu Allah memerintahkan untuk
memberinya sesuatu yang dapat menyenangkan hati si istri, sebagai
ganti apa yang sudah hilang dari istri. Hal ini diberikan sesuai dengan
kemampuan suami, baik dia kaya ataupun miskin.*
2) Surat AT-Thalagq Ayat 7
y N\M \-MOMEJMJJ )J@C)Aj 4‘\;4.«0“@}3@14»5
d e s A Jases® e T ) Leds 1 RS
Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut
kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah
memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah

tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa

yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan

kelapangan sesudah kesempitan R

Dalam Tafsir Ibnu Katsir, Imam Ilbnu Katsir menyebutkan
hendaklah seseorang memberikan nafkah kepada anak dan istrinya
sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, yaitu dari harta yang

telah Allah berikan untuknya.

b. Hadist

J6 sl 8 B)leb o5 o um,fu\cx.o b Oyl Ha, 6
:m,;:&;;%géw& 15 Eead 8] e alast ERTG gl
M\AS&‘)] Mﬁdewzo- Jﬂ\u Jj\.)j:\j.x/é‘:\o\

Dari Hakim bin Muawiyah, dari ayahnya dza berkata, “Aku bertanya, Wahai
Rasullah Saw, apakah kewajiban kami terhadap istrinya? Beliau menjawab,

@21 Imam Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, Terjemahan: Arif Rahman Hakim DKk, Jilid 2, Cet.
11, ®awa Tengah: Insan Kamil, 2016), h. 353.

nery wisey Ji
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“Engkau memberikannya makan jika engkau makan, engkau memberinya
pakaian jika engkau berpakaian, jangan memukul muka, jangan menjelek-
jelekkan, dan jangan berpisah (dari tempat tidurnya), kecuali di dalam
rumah. “(HR.Ahmad, Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah).23

Undang-Undang

Berkaitan dengan tanggung jawab suami kepada bekas istrinya
dalam hal memberikan nafkah tidak hanya diatur dalam al-Qur’an dan
hadits,namun juga diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu
terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf (c), yaitu
“Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan
biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas
istri”.

Selain dalam Undang-Undang Perkawinan, aturan tentang
kewajiban suami memberikan nafkah kepada bekas istri yang dicerali
juga diatur dalam KHI Pasal 149. “Bilamana perkawinan putus karena
talak, maka bekas suami wajib: (a) Memberikan mut’ah yang layak
kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali istri
tersebut gabla aldukhul; (b). Memberi nafkah, maskan dan kiswah
kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi
talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; (d).
Memberikan biaya hadhanah untuk anakanaknya yang belum
mencapai umur 21 tahun”.Selain dalam pasal itu juga disebutkan
dalam pasal lain yaitu Pasal 152 KHI, yaitu “bekas istri berhak

mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia

IeAg uejrng Jo AJISIdATU) dDTWER[S] 3}€)S

=% Mardani, Hadits Ahkam, (Rajawali Pers, 2012), h. 21.
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nusyuz”.
Hak dan Kewajiban dalam Memberikan Nafkah Anak

Sebab-sebab wajibnya memberikan nafkah dapat digolongkan
kepada tiga sebab yaitu sebab masih ada hubungan kerabat/keturunan,
sebab kepemilikan dan sebab perkawinan.?* Dalam Agama Islam,
hubungan nasab atau keturunan merupakan vertikal yang dapat menguasai,
artinya dengan adanya hubungan nasab seseorang dapat menerima harta
seseorang. Karena hubungan keluarga sangatlah dekat maka timbullah hak
kewajiban. Seperti halnya dalamkewajiban memberikan nafkah, baik
kepada isteri maupun kepada suami kepada anak atau kedua orang tua.
Jadi suatu keluarga yang hubungan vertical langsung ke atas dan ke bawah
mewajibkan seseorang memberikan nafkah. Hal ini sesuai dengan
pendapat Imam Malik yang dikutip oleh Zakaria Ahmad Al-Barrry:
“Nafkah diberikan oleh Ayah kepada anak, kemudian anak kepada ayah
dan ibu”. %

Undang-Undang Perkawinan mewajibkan orang tua untuk mendidik
dan memelihara anak dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan terbaik
bagi anak. Kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak
berlaku sampai anak itu sudah dewasa atau dapat berdiri sendiri.

Kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak tidak hilang

meskipun perkawinan antara kedua orang tua telah putus karna

nery wisey :ng(s ue}[ng jo AJISIdATU() dIWIR[S] 3)e}§

* Muhammad Jawad Mughniyah, Figh Lima Mazhab, (Jakarta: Basrie Press, 1994), h. 150.
% Zakaria Ahmad Al-Barry, Ahkamul Auladi Fil Islam, Cet. I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977),
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perceraian.®

Undang-Undang Perkawinan memberikan perlindungan terhadap
kepentingan anak untuk tetap dapat dididik dan dipelihara oleh orang
tuanya meskipun kedua orang tuanya telah berpisah. Orang tua yang lalai
atau sengaja tidak menjalankan tanggung jawabnya untuk memelihara dan
mendidik anak dapat digugat di Pengadilan oleh pihak yang merasa
dirugikan.

Apabila terdapat perselisinan mengenai hak asuh anak, maka hal
tersebut dapat diputuskan oleh Pengadilan dengan berbagai pertimbangan.
Pertimbangan-pertim bangan hakim akan didasarkan pada keterangan-
keterangan dan bukti dalam persidangan, dengan mengutamakan
kepentingan anak supaya kesejahteraannya tidak terganggu akibat
perceraian kedua orang tuanya. Berdasarkan yurisprudensi, maka hak asuh
bagi seorang anak biasanya akan jatuh kepada pihak ibu, kecuali ada suatu
alasan bahwa bapak yang lebih pantas untuk mengasuh anak. Faktor-faktor
yang membuat bapak mendapat hak asuh apabila ibu tersebut
berselingkuh, berzina, atau berperilaku tidak baik sehingga tidak bisa
memberikan contoh baik bagi anak-anak. Kewajiban orang tua terhadap
anak tidak serta merta hilang meskipun kedua orang tua tersebut telah

berpisah dan hak asuh anak jatuh kepada salah satu orang tua tersebut.?’

% Program Studi Magister Kenotariatan and Liza Priandhini, ‘Pengaturan Hukum Pemberian

‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e

Gare

Nafkah Anak Setelah Perceraian Orang Tua Dalam Undang-Undang Perkawinan’, Jurnal Kertha
Semaya, 9.12 (2021), h. 7.

22" Indira Inggi A, Mulyadi, and Yunanto, ‘Kajian Perolehan Hak Asuh Anak Sebagai Akibat
Pufisnya Perkawinan Karena Perceraian’, Diponegoro Law Review, 5.2 (2016), h. 1-17.
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Batas Usia Pemberian Nafkah Anak

Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum
pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tua
selama orang tua tidak dicabut dari kekuasaannya. Yang dimaksud
kekuasaan orang tua adalah kekuasaan ayah dan ibu untuk mendidik dan
memelihara anak-anak mereka yang belum dewasa atau belum menikah.?®
Hak asuh terhadap anak setelah perceraian dapat jatuh kepada baik bapak

ataupun ibu.

nely eysng NN y!tweydidoyey @

Bagi yang beragama Islam, ketentuan ini diatur dalam Pasal 105
Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi: “Dalam hal terjadi
perceraian:

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12
tahun adalah hak ibunya;

b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak
untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak
pemeliharaannya;

c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf d tentang Akibat Putusnya

Perkawinan: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah semua

AJISIIATU) DTWR[S] 3)e)S

biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut

kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat

(g uej[ng jo

I«

C

Ez‘

Wahyono Darmabrata, Hukum Perdata: Asas-Asas Hukum Orang dan Keluarga, (Jakarta:
itama Jaya, 2004), him. 73
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mengurus diri sendiri (21 tahun).?

Hal ini juga dijelaskan pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974
tentang Perkawinan Pasal 45 dimana pada pasal itu dijelaskan bahwa
kedua orang tua wajib mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dimana
kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya berlaku sampai anak itu kawin
atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban tersebut akan tetap berlaku meskipun
perkawinan antara kedua orang tua putus.

Nafkah Anak Pasca Perceraian

Ketika perceraian terjadi pentingnya untuk memperhatikan persoalan
tanggung jawab atas biaya nafkah anak yang menyangkut semua
kebutuhan anak, Salah satu kewajiban seorang ayah kepada anaknya
adalah bekal. Seorang ayah wajib menjamin nafkah bagi anaknya.
Kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan lainnya adalah hak anak yang harus
dipenuhi oleh orang tua tanpa memandang perceraian. Artinya, perceraian
tidak boleh mengakibatkan hilangnya kewajiban seorang ayah untuk
menafkahi anak-anaknya hingga dewasa atau mandiri.

Didalam pasal 106 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan
bahwa seorang ayah atau orang tua dari anak-anaknya harus berkewajiban
dan bertanggung jawab untuk merawat dan mengembangkan harta
anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampuan. Apabila seorang
ayah atau kedua orang tua tersebut lalai untuk melakukan kewajibannya

dalam memelihara dan mendidik anaknya, setelah perkawinan putus

nery wisey juredg uejng jo AJISI2ATU[) dIWE[S] 33e3}S

® Afrinal and Aldy Darmawan, Op. Cit, h. 3.
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karena perceraian, maka seorang wali dapat mengajukan perwalian atas
anak-anaknya tersebut. Agar pengadilan memberikan hak asuh untuk
merawat, menjaga sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri.
Bentuk tanggung jawab orang tua kepada anaknya tidak terhenti pada
suatu akibat perceraian. *

Hukum Islam dan hukum positif mengatur bahwa meskipun ikatan
perkawinan antara suami dan istri telah putus (terjadi perceraian), mereka
tetap mempunyai kewajiban untuk mengasuh dan memberikan Pendidikan
kepada anak yang lahir dalam ikatan perkawinan tersebut. Tanggung
jawab orang tua setelah perceraian juga disebutkan dalam Pasal 149 Huruf
d Kompilasi Hukum Islam bahwa : Bilamana perkawinan putus karena
talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya kepada anaknya untuk
anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.®

Menurut hukum perdata kekuasaan orang tua terhadap anak-anaknya
mulai dari lahir sampai usia dewasa atau kawin, maka kekuasaannya
terhapus. Pada dasarnya tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi
beban orang tuanya, baik kedua orang tuanya masih hidup rukun atau
ketika pekawinan mereka gagal karena perceraian. Bentuk tanggung jawab
orang tua kepada anaknya tidak terhenti pada suatu kibat perceraian, orang
tua masih berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawabnya seperti
menanggung biaya hidup bagi anaknya, memberikan tempat tinggal yang

layak, serta memberikan pendidikan bagi anak-anaknya sehingga anak

2% pasal 106 Kompilasi Hukum Islam.
=% pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

nery wisey



‘nery eysng NN uizi eduey undede ymuaq wejep Ul sin} eA1ey yninjas neje ueibegas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbuaw Buelse|iq ‘'z

NVIE YYSNS NIN
o

&

‘nery BYsng NiN Jelem Bueh ueBunuadsy ueyiBniaw sepn uediynBuad °q

‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e

b )

3,

>

h

JJaquuns ueyingaAuswu uep ueywniueasusw edue) 1ul siny eAiey ynines neje ueibeqgas diynbusw Buele|q ‘|

0

Buepun-Buepun 1Bunpuing eidio eq

C!

nelry eysng Nin Y!jlw eydioyey @

g dTUIR]S] 3}€}S

dAIU

25

dapat berkembang dan tumbuh sebagaimana mestinya. Sebagaimana telah
diatur dalam pasal pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa
akibat suatu perceraian kedua orang tua tetep berkewajiban memelihara
dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak.

Pada pasal 105 kompilasi, ibu mendapat prioritas utama untuk
mengasuhnya selama anak tersebut belum mumayyiz. Apabila anak sudah
mumayyiz maka anak disurun memilih kepada siapa dia akan tinggal.
Meskipun pemeliharaan anak akibat terjadinya perceraian dilakukan oleh
ibu dari anak tersebut, biaya pemeliharaannya tetap menjadi tanggung
jawab ayahnya, karena tanggung jawab seorang ayah tidak hilang karena
terjadinya perceraian. Dari Pasal yang disebutkan di atas dapat
disimpulkan bahwasannya kewajiban orang tua terhadap anak adalah
memelihara dan mendidik sebaik-baiknya yang berarti juga menafkahi dan
memenuhi kebutuhan anak baik dalam materi mapun non materi dan
kewajiban tersebut berlaku sampai anak tumbuh dewasa atau sudah
mampu dalam mencari untuk dirinya sendiri. Kewajiban ini tetap berlaku
meskipun kedua orang tua telah bercerai.

adhanah

Pengertian Hadhanah

Secara terminologi, para tokoh Islam memberikan berbagai definisi
berkenaan dengan arti hadhanah. Salah satu pengertian hadhanah tersebut
diberikan oleh Sayyid Sabiq yang mengartikan hadhanah yaitu melakukan

pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki atau perempuan atau

nery wise) juredg uejng jo Ajrsi

2 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 225.
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yang sudah besar, tetapi belum tamyiz, atau yang kurang akalnya, belum
dapat membedakan antara yang baik dan buruk, belum mampu dengan
bebasmengurus diri sendiri dan belum tahu mengerjakan sesuatu untuk
kebaikannya dan memelihara dari sesuatu Yyang menyakiti dan
membahayakannya, mendidik serta mengasuhnya, baik fisik ataupun mental
atau akalnya agar mampu menempuh tantangan hidup serta memikul
tanggung jawab.*®

Menurut ahli figh, sebagaimana dikutip oleh Abu Bakar al-Jabir,
memberikan arti hadhanah sebagai usaha memelihara anak dari segala
macam bahaya yang mungkin menimpanya, menjaga kesehatan jasmani
maupun rohaninya, mengusahakan pendidikannya hingga ia sanggup berdiri
sendiri menghadapi kehidupan sebagai seorang muslim.>*

Menurut Abdur Rahman, pengasuhan anak atau hadanah ialah
melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik perempuan
maupun laki-laki, atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz,
menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, mendidik jasmani,
rohani dan akalnya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan
memikul tanggung jawab. Beliau menambahkan bahwa hadanah berbeda
dengan pendidikan(tarbiyah). Hadanah mempunyai pengertian sebagai
pemeliharaan jasmani dan rohani, di samping terkandung pula pengertian

pendidikan anak.* Pengasuhan anak juga dapat diartikan sebagai suatu

ue

%% Sayyid Syabigq, Figh Al-Sunnah Jilid 11, (Suadi Arabia: Dar Al-Fatkh, 1999), h. 436.
«=3* Abu Bakar al-Jabir al-Jaziry Minhajul Muslim, ‘Pengertian Hadhanah', (1999), h. 2.
2% Abdul rahman Ghazali, Figh Munakahat, Cet.4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup,
2010), h. 176.

nery wisey



D)

%

f
>

‘nery BYsng NiN Jelem Bueh ueBunuadsy ueyiBniaw sepn uediynBuad °q

‘nery eysng NN uizi eduey undede ymuaq wejep Ul sin} eA1ey yninjas neje ueibegas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbuaw Buelse|iq ‘'z

NV VASNS NIN

&

&
)

)

JJaquuns ueyingaAuswu uep ueywniueasusw edue) 1ul siny eAiey ynines neje ueibeqgas diynbusw Buele|q ‘|

Buepun-Buepun 1Bunpuing eidio eq

nelry eysng Nin Y!jlw eydioyey @

ue}[ng jo AJISIdATU() dIWIR[S] 3)e}§

27

usaha dan tindakan mendidik dan merawat seorang anak, yaitu yang belum

mumayyiz atau kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa

mengerjakan keperluannya sendiri.*®

Hadhanah adalah mendidik anak dan mengurusi sebagai
kepentingannya dalam batas umur tertentu oleh orang yang berhak
mendidiknya dari mahram- mahramnya. Sedangkan secara terminologi,
hadhanah menurut madhab Sunni yang dibawa oleh empat tokoh ulama
yaitu ulama Hanafi, Syafi’i, Maliki, dan Hambali mengartikan hadhanah
sebagai berikut:

a. Ulama Hanafiyah mendefinisikan hadhanah adalah usaha orang yang
bertanggung jawab yang merupakan bentuk kasih sayang, cinta,
terhadap seorang anak yaitu untuk mendidik serta mensejahterakan
anak.

b. Ulama Syafi’iyah mendefinisikan hadhanah adalah orang yang tidak
mampu mengurus dirinya sendiri sehingga diperlukan seseorang yang
dapat membantunya.

Dari beberapa definisi di atas dapat diambil suatu kesimpulan, bahwa
yang dimaksud hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan
mendidik anak dari yang belum mumayyiz atau belum bisa membedakan
antara yang yang baik dan yang buruk hingga anak tersebut tumbuh menjadi

dewasa atau mampu berdiri sendiri.’

‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e

%ﬁ A. Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Cet. 2, (Banda Aceh: Yayasan
Pefta, 2005), h. 191.
=¥ Ahmad Rofig, Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 12.
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Dasar Hukum Hadhanah
Sebagaimana telah kita ketahui bahwa pemeliharaan anak merupakan
tanggung jawab kedua orang tuanya (suami istri). Untuk masalah biaya
pemeliharaan dan pendidikan anak merupakan tanggung jawab ayahnya
(suami), sedangkan hak memelihara terletak di tangan istri seperti halnya
firman Allah SWT Al-Bagarah ayat 233:
G T Sl 25285 585, 1ol e
b s 2y Jes oz 4 395 Y5 Bl
Artinya :dan kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan
cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya.

Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya
dibuat menderita karena anaknya Ahli waris pun seperti itu pula..

=z
P @
-

v T - P
5 5LE Y laes

Kompilasi Hukum Islam Tentang Hadhanah
Konsep Hadhanah dalam kompilasi hukum Islam terdapat dalam pasal
105 yang menyebutkan:
a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun
adalah hak ibunya.
b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk
memilih di antara ayah atau ibunya sebagai hak pemeliharaan.
c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.
Apa yang tertuang dalam kompilasi hukum Islam tentang hadhanah
(Hak asuh anak) lebih sesuai dengan hadis-hadis tentang hadhanah
dibandingkan dengan UU No.1 Tahun 1974. Pertama, Karena sudah

terdapat kata mumayyiz sebagai tolak ukur dalam penyerahan hak hadhanah

nery wisey juredg uejyng jo AJISIaArU[) dIwe[s] 3je3}s
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baik ke ayah ataupun ke ibu. Kedua, poin (a) diambil dari hadis yang
diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwa Ibu lebih berhak untuk mengasuh anak
ketika belum mumayyiz. Ketiga, poin (b) diambil dari hadis yang
diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang menyatakan bahwa ketika anak sudah
mumayyiz, maka si anak diberikan hak untuk Memilih salah satunya
diantara kedua orang tuanya.>®

KHI masih belum menjelaskan waktu gugurnya hadhanah secara rinci.
Padahal secara umum isi dari KHI, khususnya perkawinan lebih didominasi
oleh mazhab Syafi’i dimana dalam mazhab Syafi’i sendiri hak asuh ibu
gugur ketika ibu sudah menikah lagi. Selanjutnya, jika pasal 105 poin (a)
Kompilasi Hukum Islam diperhatikan, di sana dikatakan: “Pemeliharaan
anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak
ibunya.”

Maka, dapat dipahami bahwa pemeliharaan anak (Hadhanah) adalah
tetap milik ibu, dan tidak ada aturan yang menyatakan gugurnya hak ibu

ketika ia menikah kembali pada saat anaknya belum mumayyiz.

. Konsep Hadhanah dalam Perspektif Undang-undang

Berdasarkan peraturan perundang undangan (Undang-Undang
Perlindungan Anak) menyatakan bahwa kriteria anak adalah bagi seseorang
yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk seorang janin
anak yang belum dilahirkan.Kemudian yang dimaksud dengan perlindungan

anak adalah suatu pekerjaanyang dilakukan untuk melindungi hak-hak dan

IeAg uejrng Jo AJISIdATU) DTWER[S] d}€)S

=¥ Ratno Lukito, Tradisi Hukum Indonesia, (IMR Press, 2013), h. 33.
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harga diri seorang anak agar hidup, tumbuh, dan berkembang serta

berpartisipasi dengan baik sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*
Adapun Hak-hak seseorang anak dapat diperinci sebagai berikut:

a. Seorang anak berhak mendapat pengasuhan dari orang tua kandungya,
kecuali jika terdapat sebab yang menghalanginya maka anak dapat
dirawat oleh orang

b. tua asuh lainnya dikarenakakan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan
merupakanpertimbangan terakhir.

c. Mendapatkan pengasuhan dan jaminan seperti hak hidup/biaya
penghidupan, pendidikan, kesehatan, kebebasan dan perlindungan secara
maksimal demi tumbuh kembang anak sesuai cdengan kemampuan,
bakat, dan minatnya.

d. Memperoleh hak lain untuk kepentingan tumbuh kembang anak.
Berkaitan dengan hak anak lainnya, meliputi:

a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik.

b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata.

c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial.

d. Pelibatan dalam tindak kekerasan.

e. Pelibatan dalam peperangan, dan.

f. Kejahatan seksual.

Dan secara spesifik bentuk hak-hak anak yang harus dilakukan oleh

nery wisey juredg uejyng jo AJISIaATU[) dIWe[S] 33e3S
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orang tuanya adalah memberi perlindungan, mengasuh, memelihara,
mendidik, dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan,
bakat dan minatnya,mencegah perkawinan usia dini dan menanamkan
pendidikan karakter dan nilai budi pekerti yang baik pada anak.

Bahwa yang bertanggung jawab atas perlindungan anak tidak hanya
semata pada Keluarga, orang tua ataupun wali, melainkan unsur
pemerintahan dan juga Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab

terhadap hal tersebut supaya tujuan menjadi mudah terkhusus amanat dalam

nelry eysng Nin Y!jlw eydioyey @

Undang-Undang dapat terwujud dengan maksimal.**

D. Penelitian Terdahulu
Penelitian oleh Yusron lhza Mahendra (2021) yang berjudul “Analisis
Hukum Perkawinan Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian di
Kecamatan Badaban” Penelitian ini membahas mengenai pandangan hakim
terhadap ibu yang bekerja, apakah berpengaruh terhadap nafkah anak yang

;-ﬁarus ditetapkan oleh hakim.

! Ibid, h. 35-36.
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Penelitian oleh Nurul Auliyana (2020) yang berjudul “Pertimbangan

13%eH ©

akim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian” Penelitian ini membahas

entang nafkah yang harus diberikan suami kepada istri setelah bercerai, tetapi

ey d

afkah yang ditetapkan tidak sesuai dengan gaji suami tiap bulan nya.

n 3w

Penelitian oleh Eni Putri Sari (2021) yang berjudul “Pemenuhan Nafkah

%nak Akibat Perceraian di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif
c

glukum Islam” Penelitian ini membahas tentang penetapan nafkah anak setelah

jeb)
—perceraian yang tidak sesuai dengan hukum islam.

©
€ Penelitian oleh Doni Syahbana (2023) yang berjudul “Tinjauan Hukum
Islam Terhadap Kewajiban Ayah Memberi Nafkah Anak Pasca Perceraian”

Penelitian ini membahas mengenai kewajiban ayah kepada anak setelah

bercerai, agar tidak terjadinya hak anak yang hilang oleh orang tua nya.

neny wisey jrreAg uejpng jo AJISIdAIU) dDTWE[S] 3}€)S
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METODE PENELITIAN

dioyeH @

el

A" Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

LO Xtw

apangan dengan analisis datanya kualitatif dengan menggunakan metode
enelitian deskriptif. Jenis penelitian lapangan digunakan karena penelitian ini
ilakukan di lingkungan tertentu. Penelitian lapangan pempelajari secara

ntensif latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi sosial, individu,

neiy e

kelompok dan Lembaga Masyarakat.*

Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk
mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas sosial,sikap,
kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.
Beberapa deskripsi digunakan untuk menemukan prinsip-prinsipdan

penjelasan yang mengarah kepada kesimpulan.*® Dalam studi deskriptif tidak

5

ada kontrol perlakuan seperti dalam studi eksperimen karena tujuannya adalah

je}

enggambarkan “apa adanya” berkaitan dengan variabel-variabel atau

IUIE]§I )

kondisi-kondisi dalam suatu situasi.** Selain ditinjau kelapangan penelitian

mno

ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (Library Research) sebagai

pendukung dalam melakukan penelitian.

ISI9A

Adapun mekanismenya dengan cara mengumpulkan bahan-bahan

nformasi dari pustaka terkait hak-hak dalam menetapkan nafkah anak dengan

uejng jo A3

%’42 Husaini Usman, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 5.
2% Nana Syaodih, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Rosda Karya, 2006), h. 60.
= Dantes N, Metode Penelitian, (Yogyakarta: ANDI, 2012), h. 51.

33
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©
mImenggunakan berbagai literature yang ada di perpustakaan yang relevan

-
odengan masalah yang akan diteliti, kemudian dianalisis melalui teori-teori
o

ayang didapatkan dari data-data tersebut.

3
B—1Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Agama Rengat Kelas 1 B di

NIN X!

Jalan Batu Canai Nomor 17 Kel. Pematang Reba Kec. Rengat Barat Kab.

sng

Indragiri hulu Riau 29351. Lokasi ini dipilih karena bisa dijangkau oleh

¥ e

enulis sehingga memudahkan penulis dalam mengumpulkan data dan

el

=melakukan penelitian.
C. Subjek dan Objek Penelitian
1. Subjek Penelitian
Subjek penelitian merupakan sesuatu Yyang sangat penting
kedudukannya di dalam penelitian, subjek penelitian dapat berupa benda,
hal atau orang. Dengan demkian subjek penelitian pada umumnya adalah
manusia ataupun apa saja yang menjadi urusan manusia.*’
Oleh karena itu yang menjadi subjek penelitian yang akan penulis
teliti adalah nafkah dan hak asuh anak pasca perceraian di pengadilan

agama rengat kelas 1 b (Studi Putusan Nomor 126/Pdt.G/2023/PA.Rgt)

no

Objek Penelitian
Objek penelitian yang akan penulis teliti yaitu putusan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Rengat dalam perkara cerai gugat (Nomor

126/Pdt.G/2023/PA.Rgt).

IJeAg uejrng Jo AJISIdATU) dDTWER[S] 3}€)S

=+ Suharsimi Arikunto, Proedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 134.
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umber Data

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa

sumber, sebagai berikut:

Data primer, Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber
pertama (biasanya dapat melalui wawancara, pendapat dan lain-lain).
Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data
yang di dapatkan dari tempat yang menjadi objek penelitian (Pengadilan
Agama Rengat).

Data sekunder, Data Sekunder merupakan data yang diperoleh melalui
studi Pustaka yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang terdiri

dari Perundang-undangan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam menunjang pembahasan

penulis, maka penulis menggunakan prosedur pengumpulan data sebagai

&5
®
§

S uejng jo AjrsIaATUN) dTure[sy aje

Observasi yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk
menghimpun data penelitian melalui pengamatan.“® Teknik pengumpulan
data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sismatik
terhadap fenomena yang ada Pengadilan Agama Rengat kelas 1 B.
Observasi ini dilakukan di Pengadilan Agama Rengat.

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan

IeA

nery wisey

* Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D, (Bandung: Alfabeta,
20L3),

h. 228.
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pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas
pertanyaan.*’ Dalam penelitian ini penulis akan mewawancarai para
hakim yang memeriksa dan memberikan putusan terhadap perkara cerai
gugat yang diajukan di Pengadilan Agama Rengat Nomor:
126/Pdt.G/2023/PA. Rgt, dengan susunan Majelis Hakim: Dra.
Murawati, M.A. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Dewi Warti Dan Miftah
Hurrahmah sebagai Hakim Anggota.

Dokumentasi, Dokumentasi adalah mencari data yang berupa foto,

neiy ejysng Nin ! iw eydio ey o

catatan, buku, dan sebagainya. Untuk itu, dokumentasi sangat diperlukan
sebagai bukti bahwa peneliti benar-benar melakukan penelitian dan hasil
dokumentasi digunakan untuk menunjang penelitian ini. Metode
pengumpulan data dengan dokumen adalah pelengkap dari penggunaan

metode-metode lainnya dalam penelitian kualitatif.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu langkah yang digunakan untuk

enjawab rumusan masalah dalam penelitian. Tujuannya adalah untuk

[s%awqg

e

mendapatkan kesimpulan dari penelitian. Dalam penelitian ini data akan

QD

ianalisis secara deskriptif kualitatif dengan cara mengeksplorasi data atau

I9AIU

menggambarkan data secara teoritis yang telah terkumpul lalu disimpulkan

dengan cara kualitatif.

A31s

Analisa data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan berangkat dari

e}[ns jo

teori-teori atau konsep yang bersifat umum. Teknik analisis data dalam

pY)

1eAg u

" Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Ed. Revisi ( Cet. XXI1), (Bandung: PT
iaja Rosdakarya, 2004), h. 189.

nery wisey
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mIpeneIitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan content

-
oanalysis. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi nafkah dan hak asuh

©

mwanak yang diatur dalam putusan hakim pada perkara cerai gugat

=
—(Nomor:126/Pdt.G/2023/PA.Rgt).

=
GSistematika Penulisan

NS N

Untuk mempermudah pembahasan penulis dan mendapatkan gambaran

Lyang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis menyusun

QO

—ssistematika penulisan sebagai berikut:

©
<BAB |

BAB Il

(] dTwe[s| 3je3s

JATU

BAB Il1

neny wisey jrreAg uejing jo AjIsI

: PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang masalah,
batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan

manfaat penelitian.

: LANDASAN TEORI

Pada bab ini, penulis menyajikan teori-teori yang relevan
dengan topik penelitian dan menjelaskan konsep-konsep
dasar yang mendukung penelitian. Kerangka pemikiran juga
disusun sebagai acuan dalam melakukan penelitian dan

menganalisis data.

: METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang metode penelitian yang
terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan
objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data,

teknik analisis data dan sistematika penulisan.
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© Rak cipta mili kDIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ﬂ\fl Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

_ 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

fr .“f a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
I/\n_ b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

unsuscamay 2+ Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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I BAB V

{ah]

-

o PENUTUP

=

o Kesimpulan

=

—-  Berdasarkan dari pemaparan analisis dan pembahasan di atas dalam
=

cmelakukan penelitian di Pengadilan Agama Rengat Tentang Besaran Nafkah

%nak Pasca Perceraian. Dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

c

= Pembebanan kewajiban memberikan nafkah pasca perceraian kepada anak

jeb)
A masih merupakan tanggung jawab bapak setelah terjadinya perceraian

g dengan beberapa dasar pertimbangan yang dilakukan oleh majelis hakim.
Adapun dasar pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan nafkah pasca
perceraian pada kasus perkara cerai gugat putusan Nomor
126/Pdt.G/2023/PA.Rgt, dalam menentukan hak nafkah terhadap anak
setelah terjadinya perceraian dilihat berdasarkan pada bukti-bukti yang
dihadirkan ke persidangan dengan melihat penghasilan suami setiap bulan

berdasarkan fotocopy akta cerai, fotocopy kartu keluarga, dan fotocopy

keterangan usaha. Selain itu hakim juga melihat dan menyesuaikan

TUrefsy aje}s

. kebutuhan dan kemampuan suami, seperti yang tertera pada Undang-Undang
No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 41 huruf b yang
menyebutkan bahwa bapak bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan
pendidikan anak, apabila bapak dianggap tidak sanggup Pengadilan dapat
menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Ditinjau melalui hukum Islam, dalam menetapkan jumlah nafkah pasca

perceraian untuk anak-anaknya, hakim Pengadilan Agama Rengat telah

58
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©
LT mempertimbangkan dari kedua belah pihak yang berperkara. Hal ini sudah

10 ).

nelry eysng Nin y!tw eyd

neny wisey jureAg uejng jg A3

sesuai dengan doktrin hukum islam yang diambil alih sebagai pertimbangan
Pengadilan sebagai berikut :

Artinya : (Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib

menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah (I’anatut Thalibin 1V:99).
Al-Qur’an surat Al-Baqgarah ayat 233:

E/’c} @ 5% 2&,1 ~ %cﬂ,b ??‘:,a g ?}?’5 “ o/‘o,a ,”

RIS CE Y Gyl Gesads ) 4 asal s

Artinya : “dan kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka

dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali dengan

kemampuannya”.

Pada ayat ini dijelaskan bahwa ayah memiliki kewajiban dalam memberikan
nafkah kepada istri dan anaknya sesuai dengan kemampuan ayah atau dalam
batas wajar. Jadi putusan hakim Pengadilan Agama Rengat terkait dengan

nafkah pasca perceraian sudah sesuai dengan hukum positif dan hukum

w
Y »

= islam.

@

.gSaran

~  Kepada pembaca diharapkan untuk lebih jauh mengkaji dan menelaah
G,

%embali terkait dengan nafkah pasca perceraian dalam sudut pandang lain
(g°]

:ufqgar menambah wawasan yang berkaitan dengan nafkah pasca anak

erceraian.
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LAMPIRAN I

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

I Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
..u. ;ﬂf 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
lf .n.. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
I/\n_ b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

unsuscamay 2+ Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA
Dalam pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab

rumusan masalah pada penelitian skripsi yang berjudul “ANALISIS
PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA RENGAT KELAS 1B
TENTANG BESARAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN
(Nomor 126/Pdt.G/2023 /PA.Rgt)”. Berikut daftar pertanyaan
wawancara untuk menjawab rumusan masalah :

Daftar Pertanyaan :

1. Bagaimana putusan hakim pengadilan agama rengat terhadap
putusan Nomor 126/Pdt.G/2023/PA.Rgt ?

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan Nomor
123/Pdt.G/2023/PA.Rgt ?

3. Aspek apa saja yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam
menetapkan besaran nafkah anak pasca perceraian?

4. Apakah pekerjaan bapak dan ibu berpengaruh dalam penetapan
besaran nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama
Rengat?

5. Apa saja kendala yang dapat dialami hakim dalam menetapkan
putusan?

6. Apakah pada saat membuat putusan hakim mempertimbangkan
keterangan tergugat?

7. Bagaimana pertimbangan hakim dalam suatu putusan agar putusan
tersebut tetap sesuai dengan landasan hukum dan berdasarkan
aturan hukum agama islam?

8. Berapa alat bukti yang biasanya digunakan hakim untuk
memutuskan perkara ini?

9. Apakah bapak selaku hakim mendahulukan keyakinan hakim atau
hasil proses pembuktian pada saat hendak memutus suatu perkara?

10. Bagaimana tahap akhir hakim Pengadilan Agama Rengat dalam

menetapkan putusan?
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I Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
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unsuscamay 2+ Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
I/\n_ b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
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© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

I Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
..u. ;ﬂf 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
lf .n.. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
I/\n_ b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

unsuscamay 2+ Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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PENGESAHAN
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kripsgf dengan judul ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA

1onMeH

T°
@ENCEAT KELAS 1B TERHADAP BESARAN NAFKAH ANAK PASCA
?ERG}ERAIAN (Studi Putusan Nomor 126/Pdt.G/2023/PA. Rgt) yang ditlis oleh:
S5 o
Q
c B Nama : Sundari Febrianti
8 = Nim 112020121184
a i Program Studi : Hukum Keluarga
;:: cC
g oi)elah dimunagasyahkan pada:
c Hari/Tanggal : Rabu, 13 November
» 2024
L
W
o Waktu : 08.00 WIB
= Tempat : Ruang Munaqasyah Lt. 2 (Gedung Belajar)
=

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munagasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 November 2024
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Nurnasrina, M.Si

Sekretaris
gj. Mardiana, M.A
=

f;enguji [
r. Jumni Nelly, S.Ag, M.Ag

0 (S

enguji I1
. Kasmidin, Lec., M.Ag

Mengetahui:
Wakil dekan |
Fakultas Syariah dan Hukum

~

\ —

NIP. 197110062002121003
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SURAT KETERANGAN
~ T ©
2> E
u o Hmwa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas
g 3
%1@ \Qgera Sultan Syarif Kasim Riau menerangkan bahwa telah dilakukan uji kesamaan
%mﬁuﬁm :E_ heck) untuk mencegah terjadinya plagiasi dan duplikasi dengan menggunakan
ﬂﬁguuu é‘.’rmm's-r pada skripsi mahasiswa berikut ini:
2§ o
&g =
Slggha MAasiswa : Sundari Febrianti
m 1
01— £ 12020121184
=8 =
3{1@] Skgpsi ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA RENGAT
w
%Ll AS&B TERHADAP BESARAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN (Studi
=
xutman@'nmor 126/Pdt.G/2023/PA. Rgt)
O
2 2
& o
=4 c
w
5
[y L I
Bosen Pembimbing ] : Dr. H. Ismardi, M.Ag
O
Bosen Pembimbing 2 : Henrizal Hadi. Lc,. M.Si

anggal Uji Turnitin | F oktower 200M

o

LU'ﬁlU B@UG

asil Uji Turnitin : Tingkat Kesamaan Skripsi (Similarity Index) vaitu 28%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbard. 28 cootfPegs) 24

Ketua Praodl,

:1aquuns ueyngeAusw uep ue>|

Maglari. S.Hi.MA Hk
NIP. 19840¢192015031002
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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
=

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

NVIY YHSNS NIN

N FACULTY OF SHARIAH AND LAW
(o = T JI. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
o UI%S ) AHIAS 5 Web. www fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id
R
@
ct 8 I
I@l’éoxi : &n.04/F.1/PP.00.9/5145/2024 Pekanbaru,28 Mei 2024
Sifa:é S :Bjasa
nfp. < Satu) Proposal
g § Mohon Izin Riset
& Kepada Yth.
3 kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
é ovinsi Riau

zssalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum
E'niversitas Sultan Syarif Kasim Riau :

e

nei

Nama : SUNDARI FEBRIANTI

NIM : 12020121184

Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) S1
Semester : VIII (Delapan)

Lokasi : Pengadilan Agama Rengat Kelas 1B

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA RENGAT KELAS IB
TENTANG BESARAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN TINJAUAN HUKUM
ISLAM (Nomor 188/Pdt.G/2021/PA .Rgt).

‘nery e)sng NN Jefem Buek uebunuaday ueyiBniaw yepl uedynbupd

3 uesiinuad ‘uesode| ueunsnAuad ‘yeiw) eAiey uesiinuad ‘uenuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun E&LE

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
fanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

:Jaquuns ueyngeAusw uep ueywinjuesusw edue) 1ul sijn) eAiey yninjes neje ueibeqaes

Dr. Zulkifh, M . Ag
NIP.19741006 200501 1 005

T2mbusan :

ngtor UIN Smska Riau
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PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai | dan || Komp. Kanter Gubernur Riau
JI. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761)39117PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/66248
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat
Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor
Un.04/F.II/IPP.00.9/5145/2024 Tanggal 28 Mei 2024, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : SUNDARI FEBRIANTI

2. NIM /KTP © 12020121184

3. Program Studi © HUKUM KELUARGA

4. Jenjang . 81

5. Alamat . PEKANBARU

6. Judul Penelitian . ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA RENGAT KELAS 1B

TENTANG BESARAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN TINJAUAN HUKUM
ISLAM (NOMOR 188/PDT.G/2021/PA.RGT)

7. Lokasi Penelitian PENGADILAN AGAMA RENGAT KELAS | B

Dengan ketentuan sebagai berikut:

Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai
tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan
Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.
Dibuat di . Pekanbaru
Pada Tanggal : 3 Juni2024
Di i Secara Elel ik Melalui :
— I sistem i (SIMPEL)
DPM | DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PTSP | PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU
Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :
1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hulu
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Rengat
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



Sultan Syarif Kasim Riau

qL_.-..l 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

A\ Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

ML .n." a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
|“/_.Wb b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
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A\ Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
u_c..l 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

m... .nm m._umsmc%m::m:ﬁcﬂ:w.ﬁums:zomsﬁmna_a:@?vm:m_am:_tm:c_mmm:xmq{m:im:_tmEEm::m:_mﬁoqm:,vm::_mmm:_A_.Exm”m:m:h.m:m:m:mEBmmm_m:.
I“/eh b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

unsuscamay 2+ Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

an Syarif Kasim Riau




